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BARESKRIM NAIKKAN KASUS DUGAAN KORUPSI BUMD DI RIAU  

KE TAHAP PENYIDIKAN 

 

 

Sumber gambar: https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115217587 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) 

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menaikkan kasus dugaan korupsi Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak di Riau, ke tahap 

penyidikan.  

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen 

Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan peningkatan kasus tersebut dilakukan berdasarkan 

hasil gelar perkara yang dilakukan pada 12 Juli 2024. "Pada tanggal 12 Juli 2024, 

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim meningkatkan status perkara dugaan korupsi 

dalam pengelolaan keuangan PT Sarana Pembangunan Riau ke tahap penyidikan," kata 

Trunoyudo dalam keteranganya, Jumat (19/7/2024). 

Adapun kasus korupsi tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan keuangan PT 

SPR Langgak. Namun, Trunoyudo belum bisa merincikan kronologi dan kerugiannya 

karena kasusnya masih berproses. Menurut Trunoyudo, penyidik menduga terjadi tindak 

pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Tindak Pidana Korupsi dalam kasus ini. Lebih lanjut, Trunoyudo mengatakan 
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penyidik telah mengambil keterangan dari total 18 orang saksi sebelum menaikkan kasus 

itu.  

Selain itu, penyidik juga berkoordinasi dengan ahli Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) Riau yang telah menerbitkan laporan audit investigatif. 

"Selanjutnya penyidik Tindak Pidana Korupsi Bareskrim akan melanjutkan proses melalui 

kegiatan penyidikan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat 

terang perkara dan menemukan tersangkanya," ujar Trunoyudo.  

Secara terpisah, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes 

Arief Adiharsa mengatakan bahwa kerugian kasus ini masih dikoordinasikan dengan ahli 

dari BPKP. Arief menambahkan bukti yang sudah disita penyidik dalam kasus ini berupa 

dokumen pengelolaan keuangan di perusahaan PT SPR Langgak. "Bukti yang disita berupa 

dokumen dan surat-surat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan 

keuangan pada PT. SPR yang ditangani penyidik," kata Arief.  

Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri juga memeriksa mantan Gubernur Riau, 

Syamsuar dan sejumlah pejabat di Provinsi Riau, Jumat (29/6/2024) terkait kasus ini. 

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau, Yan Darmadi saat diwawancarai wartawan 

tidak membantah adanya pemeriksaan tersebut. "Ya, memang ada beberapa OPD 

(organisasi perangkat daerah) yang dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri," sebut Yan, 

Sabtu (29/6/2024). Yan menyebut pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan 

PT. SPR Langgak.  

Dari Pemerintah Provinsi Riau, Yan menyebut beberapa pejabat yang diperiksa, 

yakni Pelaksana tugas (Plt) Sekdaprov Riau, Indra SE, Kepala Biro Ekonomi, Alzuhra, 

pejabat di BUMD PT. SPR Langgak, dan Yan Darmadi sendiri selaku Kepala Biro Hukum. 

"Saya dimintai keterangan, tentu saya memberikan keterangan sesuai kapasitas di Biro 

Hukum saja," ujar Yan. 

 

Sumber berita: 

1. https://nasional.kompas.com/read/2024/07/19/10372411/bareskrim-naikkan-kasus-

dugaan-korupsi-bumd-di-riau-ke-tahap-penyidikan, “Bareskrim Naikkan Kasus 

Dugaan Korupsi BUMD di Riau ke Tahap Penyidikan”, 19 Juli 2024; dan 

2. https://news.detik.com/berita/d-7446333/bareskrim-tingkatkan-kasus-dugaan-korupsi-

bumd-di-riau-ke-penyidikan, “Bareskrim Tingkatkan Kasus Dugaan Korupsi BUMD di 

Riau ke Penyidikan”, 19 Juli 2024. 
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Catatan: 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan Tindak Pidana Korupsi adalah 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU 

Tipikor tersebut tidak memuat batasan pengertian atau definisi korupsi tetapi menguraikan 

tindak pidana korupsi dalam ketentuan berikut: 

1. Pasal 2 ayat (1): 

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. 

2. Pasal 3: 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi terdiri atas unsur-unsur 

berikut: 

1. perbuatan melawan hukum; 

2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; 

3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan 

4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
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Untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi 

tentunya haruslah terpenuhi unsur-unsur tersebut. Salah satu unsur yang harus terpenuhi 

adalah adanya kerugian keuangan negara/kerugian negara. Lebih lanjut mengenai keuangan 

negara dan kerugian keuangan negara/kerugian negara diatur dalam ketentuan berikut: 

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang 

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa 

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut. 

2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan (UU 15/2006) juga menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak 

dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

3. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

4. Pasal 1 angka 15 UU 15/2006 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah 

kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai 

akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. 

Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan 

dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup 

bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera 

menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara 

untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk 

mengajukan gugatan. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang 

sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau 

akuntan publik yang ditunjuk. 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau.  


